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ABSTRAK

Peningkatan jumlah jamaah haji mengakibatkan terjadinya
penumpukan akumulasi dana haji. Berdasarkan amanat Undang-
Undang No. 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji dan
analisisnya dengan hukum ekonomi syariah. Dana haji boleh
dilakukan jika berdasarkan prinsip syariah dan kehati-hatian, dan
memiliki nilai manfaat dan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Pengelolaan keuangan haji ditangani lembaga
khusus yang bernama Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
BPKH bertugas mengelola keuangan haji yang meliputi penerimaan,
pengembangan, pengeluaran, dan pertanggung jawaban keuangan haji.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana
pandangan tokoh Nahdatul Ulama Provinsi Lampung terkait
pengunaan dana haji untuk pembangunan infrastruktur perspektif
hukum ekonomi syariahnya dan bagiamana pandangan tokoh
Nahdatul Ulama provinsi Lampung perspektif Undang-Undang No 34
Tahun 2014 terkait pengunaan dana haji untuk pembanguan
infrastruktur. Dengan demikian penelitian akan dilaksanakan di
PWNU Lampung (Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama Provinsi
Lampung). Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis mengetahui
dan 'menganalisis bagaimana perspektif tokoh 'Nahdatul Ulama
mengenai. pengunaan dana haji untuk pembangunan infrastruktur dan
bagaimana persepktif hukum ekonomi syariahnya dan Bagaimana
perspektif tokoh Nahdatul Ulama berdasarkan  Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2014. Penelitian ini-termasuk penelitian lapangan
(field research) dengan menggunakan pendekatan deksriptif kualitatif,
sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder dan data
primer dengan metode pengumpulan data wawancara, dokumentasi.

Hasil penelitian dalam pengelolaan dana haji terdapat 2
rangkaian akad yang sama yaitu antara BPKH dengan para calon
jamaah Haji menggunakan akad wakalah dan BPKH dengan manajer
investasi menggunakan akad wakalah. Hukum menginvestasikan dana
haji pada infrastruktur sudah sesuai dengan ketentuan baik pasal-pasal
tentang pengelolaan keuangan haji dan kajian hukum Islam secara
khusus melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional dinyatakan sudah
sesuai dengan syariah. Berdasarkan UU No. 34 Tahun 2014 dan juga
Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 122 tahun 2018 tentang
Pengeloaan Dana Haji BPIH dan BPIH Khusus Berdasarkan Prinsip
Syariah, investasi keuangan haji dalam pembiayaan infrastruktur
ditujukan untuk mendapatkan nilai manfaat optimal bagi peningkatan
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penyelenggaraan ibadah haji dengan mengutamakan aspek keamanan
dan keutuhan dana calon jamaah haji

Kata kunci : Dana Haji, HES, Wakalah
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“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan
perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka
antara kamu. (Q.S An-Nisa : 29)”
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran
yang jelas dan menghindari kesalah pahaman dalam
mendapatkan penjelasan skripsi ini, maka perlu adanya uraian
penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait
dengan judul skripsi.

Adapun skripsi ini berjudul “Pengunaan Dana Haji
Untuk Pembangunan Infrastruktur  Perspektif Hukum
Ekonomi Syariah” maka dapat diuraikan definisi istilah yang
akan dijelaskan untuk menghindari kerancuan dalam
memahami judul skripsi ini :

1. Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa,
yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan
masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang
berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan
tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan
hukuman tertentu.*

2. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dana adalah uang
yang disiapkan ~untuk <Suatu kebutuhan yang telah
dialokasikan. Dana juga bisa artikan sebagai uang atau
aktiva lain yang dapat dicairkan dalam bentuk uang dengan
maksud membiayai suatu kebutuhan tertentu.?

3. Secara bahasa haji bermakna : maksud atau tujuan. Adapun
secara istilah bermakna tujuan atau maksud orang-orang
islam untuk mendatangi Mekkah dan Madinah untuk
melaksanakan ibadah haji sebagai bentuk mendekatkan diri
kepada allah. Adapun menurut ulama ahli figh adalah

1'S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia (Jakarta:
Balai Pustaka, 1986), 97.
2 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia,
Cetakan Ke-4 (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), 345.
1



menyengaja mendatangi Kakbah untuk menunaikan
amalan-amalan tertentu atau mengujungi tempat tertentu
pada waktu tertentu untuk melakukan amalan-amalan
terentu.?

4. Infrastrukur (pembangunan) adalah fasilitas “fisik yang
diperlukan untuk membantu membangun aktivitas
ekonomi, termasuk transportasi dan system komunikasi,
sekolahan, rumah sakit, pembangkitan tenaga listrik dan
fasilitas kesehatan.* Dengan kata lain bahwa perubahan itu
identik dengan adanya wujud atau bentuk dari
pembangunan seperti adanya gedung-gedung, sarana
perumahan, sarana peribadatan, sarana jalan, sarana
pendidikan, dan sarana umum lainnya.

Berdasarkan penjelasan terkait beberapa istilah di atas,
maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam
permasalahaan tersebut dengan mengangkat judul penelitian
yang berjudul Pengunaan Dana Haji Untuk Pembangunan
Infrastruktur Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

B. Latar Belakang Masalah

Haji merupakan ibadah sosial dalam~konteks kegiatan
yang menghadirkan jamaah dari “bebagi. negara di dunia.
Mereka bertemu di tanah suci melakukan serangkain kegiatan
ibadah dan perjalanan. Di sinilah banyak terjadi hubungan
langsung antar sesama manusia. Selain itu ibadah haji
memiliki dimensi vertical merupakan aktivitas seseorang yang
berhubungan langsung kepada Allah SWT. Di sini hamba
dengan Allah tidak seorang pun mengetahuinya. Karena hal
tersebut berkaitan dengan Kalbu, ruh dan perasaan seoarang
hamba. Ketakwaan dan keikhlasaan ketika melaksanakan

3 Abdul Wahab Sayyed Hawwas dan Abdul Aziz Muhammad Azzam,
Ahsan Tagwim dan Al-Hakam Faisol (Jakarta: Amzah, 2009), 34.

* Amin Widjaja, Kamus Bisnis dan Manajemen (Jakarta: Rinerka Cipta,
1995), 24.
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ibadah haji hanya dapat diketahui dan dirasakan oleh hamba
tertentu.’

Haji merupakan rukun Islam yang tidak waib dilakukan
setiap Muslim, kecuali mereka yang mampu dan sanggup saja
yang diwajibkan untuk melaksanakannya.

a 1= ‘L/’."./ 1=~ [ o ave| 2|07 ‘-’l'vf“.’l»‘ o

0
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“Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya)
magam lbrahim; barang siapa memasukinya (Baitullah itu)
menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban
manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup
mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa
mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah
Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.”
(Q.S Al-Imran :97).

Beberapa kategori-orang yang dianggap mampu diantaranya :

1. Memiliki kelebihan harta dan tidak-terhalang keperluan
yang jelas.

Terhalang keperluan yang jelas, misalnya ketika hendal
mendaftar sebagai calon Jemaah haji ternyata ada saudara
yang membutuhkan bantuan untuk berobat, atau tiba-tiba
terkena musibah dan sebagainya.

2. Negara menjamin perjalanan yang aman bagi para
jamaah haji. Artinya jalur transportasi baik di negara asal
maupun di tanah suci lancar dan aman

3. Kondisi fisik dalam keadaan fit atau sehat.®

® Ali Rokhmad dan Abdul Chalig, Haji Transformasi Profetik Menuju
Revolusi Mental (Jakarta: Media Dakwah, 2015), 14.

® Moh.Nafi, Haji dan Umrah Sebuah Cermin Hidup (Jakarta: Erlangga,
2015), 19.



Di Indonesia, penerapan dari syarat istita’ah pemerintah
mewajibkan para jammah haji yang ingin menunaikan ibadah
haji untuk melakukan pemabayaran sejumlah uang tertentu
untuk mendapatkan kuota haji. Peningkatan jumalah Jemaah
haji tunggu mengakibatkan terjadinya penumpukan akumulasi
dana haji. Berdasarkan amanat Undang-Undang no. 34 Tahun
2014 Tentang Pengelolaan Keuangan. Pengelolaan keuangan
haji ditangani Lembaga khusus yang Bernama Badan
Pengelola Keuangan haji (BPKH). BPKH bertugas mengelola
keuangan haji yang meliputi penerimaan, pengembangan,
pengeluaran, dan pertanggung jawaban keuangan haji.’

Berdasaarkan kutipan surat kabar Beritasatu.com Badan
Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menyampaikan
peningkatan dana kelolaan haji saat ini yang mencapai Rp
166,01 triliun. Hal tersebut meningkat sebanyak 4,56%
dibanding saldo di tahun 2021 sebesar Rp 158,79 T. Kepala
Badan Pelaksana BPKH Fadhul  Imansyah mengatakan,
peningkatan dana kelolaan haji berbanding lurus dengan target
nilai -manfaat yang diperoleh BPKH di tahun 2022 yang
melampaui target dengan realisasi Rp 10,08 T.2

Fadlul menuturkan BPKH siap mendukung pelaksanaan
haji 1444H/2023M. Sebab keuangan- haji saat ini sehat di
mana posisi penempatan dana di bank per Desember 2022
adalah sebesar Rp 48,97 Triliun atau lebih dari dua kali
kebutuhan dana untuk Penyelenggaraan ibadah haiji.
Kementerian Agama (Kemenag) mengusulkan porsi Bipih
menjadi 70 persen (Rp69,19 juta) dari usulan biaya
penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2023 sebesar Rp98,89
juta, sementara porsi subsidi pemerintah yang diambil dari
nilai manfaat BPIH menjadi hanya 30 persen (Rp29,7 juta)
Pada 2022, porsi BPIH hanya sebesar 40,54 persen (Rp39,88

" Undang-Undang No.34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji
(Jakarta).

® Maria Fatima Bona, “BPKH Sebut Hasil Pengelolaan Dana Haji 2022
Meningkat 4,56%.,” 20 Januari 2023,
https://www.beritasatu.com/news/1019769/bpkh-sebut-hasil-pengelolaan-dana-haji-
2022-meningkat-456.
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juta) dari total BPIH Rp98,38 juta dan porsi nilai manfaat
sebesar 59,46 persen (Rp58,49 juta).’

Seiring dengan besarnya dana haji yang terkumpul,
sebagai negara berkembang Indonesia memerlukan biaya
yang sangat besar untuk mengembangkan infrastruktur
terlebih lagi adanya Calon Ibu kota Baru di Kalimantan.
Anggaran proyek infrastruktur dasar Ibu Kota Nusantara
(IKN) di Kalimantan Timur kemungkinan membengkak
sebesar Rp 15 triliun jadi Rp 58 triliun. Sebelumnya, Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
mengatakan, dana yang dibutuhkan untuk membangun
infrastruktur dasar di IKN periode 2022-2024 adalah Rp 43,73
triliun.*

Presiden Jokowi Widodo memiliki gagasan mengenai
bagaimana kalo Dana Haji bisa diinvestasikan untuk
pembangunan infrastruktur. Menurut Bapak Presiden RI
Jokowi Widodo dana haji lebih baik diinvestasikan pada
tempat tempat yang tidak memiliki risiko tinggi,aman, tapi
memberikan keuntungan yang besar. Investasi melalui dana
haji dapat didahulukan dibanding investasi lewat jalur lainnya,
misalnya pada pembangunan jalan tol, Pelabuhan yang kecil
kemungkinan untuk mengalami kerugiian.

Gagasan tersebut sampai saat ini menjadi kontrovesi
dikalangan masyrakat Indonesia. Ada yang pro dan ada yang
kontra mengenai gagasan tersebut. Karena sekian orang
menilai dana haji tidak bisa diinvestasikan ke sektor
infrastruktur dengan berbagai macam argumentasi mulai
permasalaham nama akad transaksi, bagaimana tepatnya
pembagian imbal hasil, hingga investasi tersebut dinilai
bertentangan dengan undang- undang. Dan sebagian yang
lainnya setuju dengan gagasan tersebut dengan melihat
undang-undang dan hukum Islam yang ada.

® Ibid.
10 1hig.



Kaitannya dengan hal tersebut, Allah berfirman dalam
surah Al-Bagarah ayat 265 yang berbunyi:
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“Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta
mereka untuk mencari rida Allah dan memperteguh jiwa
mereka adalah seperti sebuah kebun di dataran tinggi yang
disiram oleh hujan lebat, lalu ia (kebun itu) menghasilkan
buah-buahan dua kali lipat. Jika hujan lebat tidak
menyiraminya, hujan gerimis (pun memadai).82) Allah Maha
Melihat apa yang kamu kerjakan™. (QS. Al-Bagarah: 265)

Dalam Pasal 48 ayat 2 Undang-undang Republik
Indonesia, Nomor 34, tahun 2014 Tentang Pengelolaan
Keuangan Haji mengamanatkan pengelolaan Dana Haji dapat
diinvestasikan dengan prinsip syariah dengan
mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai
manfaat, dan likuiditas.

Dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014 tentang
Pengelolaan Keuangan Haji.

a. Pasal 2 Pengelolaan Keuangan Haji berasaskan: (a)
Prinsip syariah; (b) Prinsip kehati-hatian; (c)
Manfaat; (d) Nirlaba; (e) Transparan; dan (f)
Akuntabel.

b. Pasal 3 bahwa tujuan pengelolaan dana haji adalah
untuk meningkatkan kualitas Penyelenggaraan
Haji; rasionalitas dan efisiensi penggunaan biaya
haji; dan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam.

Pasal 1 UU tersebut menjelaskan definisi keuangan
haji, dana haji, dan lebih khusus lagi soal dana abadi umat.

“Keuangan haji adalah semua hak dan kewajiban Pemerintah
yang dapat dinilai dengan uang terkait dengan
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penyelenggaraan ibadah haji serta semua kekayaan dalam
bentuk uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang
sebagai akibat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik
yang bersumber dari jemaah haji maupun sumber lain yang
sah dan tidak mengikat,”

Adapun dijelaskan pada poin 2, yang dimaksud dengan
a. Prinsip syariah
Yang dimaksud dengan asas “prinsip syariah”

adalah semua dan setiap pengelolaan Keuangan Haji
berdasarkan prinsip Islam yang kafahatau menyeluruh

b. Prinsip Kehati-hatian

Yang dimaksud dengan asas “prinsip kehati-hatian”
adalah pengelolaan Keuangan Haji dilakukan dengan
cermat, teliti, aman, dan tertib serta dengan
mempertimbangkan aspek risiko keuangan.

c. Manfaat

Yang dimaksud dengan asas “manfaat” adalah
pengelolaan Keuangan Haji harus dapat memberikan
manfaat atau maslahat bagi Jemaah Haji dan umat Islam.

d. Nirlaba

Yang  dimaksud< dengan asas  “nirlaba”
adalah pengelolaan keuangan haji harus dilakukan
secara terbuka dan jujur melalui pengelolaan usaha yang
mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana
untuk memberikan manfaat sebesarnya-besarnya bagi
Jemaah Haji dan kemaslahtan umat islam, namun dengan
tidak ada pembagian deviden bagi pengelolanya.

e. Transparan

Yang dimaksud dengan asas “transparan” adalah
pengelolaan keuangan haji harus dilakukan secara
terbuka dan jujur melalui pemberian informasi kepada
masyrakat, khususnya kepada Jemaah haji tentang
pelaksanaan dan hasil pengelolaan keuangan haji.



f. Akuntabel

Yang dimaksud dengan asas akuntabel adalah
pengelolaan keuangan haji harus dilakukan secara akurat
dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyrakat,
khususnya kepada Jemaah haji.

Dana efisiensi penyelenggaraan haji, dana abadi umat,
serta nilai manfaat yang dikuasai oleh negara dalam rangka
penyelenggaraan ibadah haji dan pelaksanaan program
kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam. Lalu, dana abadi
umat dijelaskan sebagai sejumlah dana yang sebelum
berlakunya Undang-Undang ini diperoleh dari hasil
pengembangan dana abadi umat dan atau sisa biaya
operasional penyelenggaraan ibadah haji serta sumber lain
yang halal dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Terkait pengelolaan dana haji ini, Pasal 3 UU Nomor 34
Tahun 2014 menyatakan pengelolaan keuangan haji
diamanatkan  untuk  tujuan  meningkatkan  kualitas
penyelenggaraan ibadah haji; rasionalitas dan efisiensi
penggunaan BPIH; dan manfaat bagi kemaslahatan umat
Islam. Dalam hukum islam para calon jamah haji yang
memberikan uangnya ke kementeriannya adalah termasuk
akad wakalah. Wakalah secara bahasa berarti penyerahan,
pendelegasian, atau pemberian mandat. Jadi, uang para calon
jamaah haji itu merupakan titipan pada pemerintah yang hak
kepemilikannya masih pada calon jamaah haji. Jadi, apakah
boleh dana haji digunakan untuk pembangunan infrastruktur
atau kah sebaliknya

Penelitian ini akan mewawancarai tokoh Nahdlatul
Ulama kemudian menganalisisnya berdasarkan Undang-
Undang yang terkait dengan permasalahan yang diangkat serta
dengan menggunakan pendekatan kasus (case approach)
yakni menelaah kasus sesuai dengan isu hukum yang
dihadapi. Isu hukum dalam penelitian ini adalah incompletly
law yakni adanya peraturan yang mengatur masalah tersebut
yang perlu dianalisis serta vaqum of norm terkait tinjauan
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hukum Islam yang perlu digiyaskan dengan permasalahan
yang lain.

Ulama juga menjadi rujukan umat untuk menyelesaikan
seluruh persoalan mereka baik menyangkut urusan individu,
masyarakat maupun negara. Pasalnya merekalah yang
memahami dalil syariah, tharigah istinbath serta hal-hal yang
berhubungan dengan hukum syariah. Dalam kasus ini penulis
lebih fokus kepada kehadiran Ulama dalam kalangan
Nahdatul Ulama, yang salah satu keseriusan Nahdatul Ulama
ialah dengan dengan menghimpun para Ulama dalam sebuah
Lembaga Bahtsul Masail yang khusus menangani
permasalaha-permaslahan dalam masyarakat yang bersifat
agama.

Berdasarkan pada uraian di atas, hukum pemanfaatan
dana haji untuk pembangunan infrastruktur menjadi menarik
dan sangat layak untuk dijadikan sebuah penelitian. Dimana
banyak memberikan pro dan kontra baik itu dari segi hukum
yuridis (Undang-Undang) maupun dari segi hukum islam.
sehingga penulis mengangkat sebuah penelitian dengan judul
“Pengunaan Dana Haji untuk pembanguna Infrastruktur
Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pandangan Ulama
Nahdatul Ulama)

. Fokus dan sub Fokus Penelitian

Fokus Penelitian adalah tentang bagaimana hukumnya
apabila dana haji digunakan untuk pembangunan infrastruktur.
Sub fokus dalam penelitian ini membahas mengenai hukum
dana haji digunakan untuk pembangunan infrastruktur
menurut pandangan Nahdatul Ulama dan gimana secara
undang undang apakah diperbolehkah atau tidak, dan
bagaimana mekanisme serta akad yang digunakan dalam
penyetoran biaya penyelenggaraan ibadah haji.
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D. Rumusan Masalah

Dari Latar belakang yang dipaparkan, penulis

mengambil rumusan masalah, antara lain :

1.

Bagaimana pandangan tokoh Nahdatul Ulama provinsi
Lampung terkait pengunaan dana haji untuk pembangunan
infrastruktur ?

. Bagiamana persepktif terhadap pendapat Ulama Nahdatul

Ulama Provinsi Lampung terkait pengunaan dana haji
untuk pembangunan infrastruktur ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan

yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah :

1.

Mengetahui dan menganalisis bagaimana pandangan tokoh
Nahdatul Ulama mengenai pengunaan dana haji untuk
pembangunan infrastruktur.

Menganalisis perspektif pendapat Ulama Nahdatul WUlama
Provinsi Lampung' tentang pengunaan dana‘ haji untuk
infrastruktur.

F. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan

manfaat sebagai berikut:

1.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan berguna untuk
menambah wawasan di bidang ilmu hukum, khususnya di
bidang investasu terkait pengugunaan dana haji untuk
pembangunan infrastruktur. Dan dapat memberikan bahan
dan masukan serta referensi bagi peneliti kedepannya yang
akan meneliti prihal investasi menggunakan dana haji.

Secara Praktis, penelitian ini diagjukan untuk sebagai suatu
syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H) Pada Fakultas Syariah di Universitas
Islam Negeri Raden Intan Lampung. Selain itu penelitian
ini diharapakan dapat memberikan bahan teori tambahan



11

dan informasi khusus bagi calon jamaah haji atau para
peneliti yang akan meneliti terkait investasi haji serta
menjadi bahan masukan dan referensi yang belum tersedia.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam melakukan penelitian ini, penulis melakukan
perbandingan terlebih dahulu terhadap penelitian-penelitian
terdahulu yang dibuat untuk mendukung materi dalam
penelitian ini. Dalam penelitian terdahulu tersebut, terdapat
beberapa penelitian yang telah membahas tema tentang upah
mengupah yang sedikitnya berkaitan dengan penelitian yang
saat ini sedang penulis kaji. Adapun kajian terdahulu tersebut
antara lain:

1. Tesis yang ditulis oleh Iswan Jen dari Universitas Islam
Indonesia Yogyakarta pada tahun 2021 dalam penelitian
yang berjudul “Optimalisasi Pengelolaan Dana Haji Untuk
Kesejahteraan Jamaah Haji Di Indonesia”. Dalam
penelitian tersebut penulis memperoleh kesimpulan bahwa
optimalisasi pengelolaan keuangan dana haji oleh BPKH
yaitu dana haji"yang disetorkan oleh calon jamaah haji ke
rekening BPKH melalui bank Syariah-dan/atau bank umum
nasional -yang- ditunjuk dan-dikelola oleh BPKH telah
berjalan optimal hal ini didasarkan dengan temuan dalam
penelitian yaitu terjadinya peningkatan pendapatan dari
hasil alokasi investasi yang dilakukan oleh BPKH. Dalam
melakukan penempatan investasi, BPKH menggunakan
pendekatan aset alokasi dengan menyesuaikan aset dari
masa tunggu jamaah haji dari portofolio investasi
penempatan dana haji penyumbang terbesar nilai manfaat
yang didapatkan oleh lembaga BPKH dari investasi yang
menghasilkan hanya 5 instrumen investasi yang layak
untuk menjadi kandidat portofolio yang paling optimal
adalah Sukuk Dana Haji Indonesia, Dana Abadi Umat,
Sukuk Dana Haji Indonesia, Reksa Dana Syariah
Terproteksi, Sukuk Korporasi, dan Surat Berharga Syariah
Negara—US Dollar.
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Koordinasi yang baik antar lembaga yang
bersangkutan dalam pengelolaan dana haji adalah faktor-
faktor yang mendorong keberhasilan dalam optimalisasi
pengelolaan dana haji pada investasi. Optimalisasi
pengelolaan keuangan dana haji yang berdasarkan tujuan
dari pengelolaan dana haji untuk meningkatkan kualitas
penyelenggaraan ibadah dan kesejahteraan jamaah haji di
Indonesia berdasarkan hasil penelitian ini sudah tercapai
tetapi belum maksimal. Hal ini berdasarkan pada biaya
penyelenggaraan ibadah haji semakin naik dari tahun ke
tahunnya. Hal ini tentunya berbanding terbalik dengan
temuan pertama dalam penelitian ini dimana BPKH
mendapatkan  keuntungan investasi yang semakin
meningkat setiap tahunnya. Sehingga seharusnya BPIH
dari tahun ke tahun semakin menurun sejalan dengan
semakin meningkatnya hasil keuntungan dari alokasi
investasi dana haji yang dilakukan oleh BPKH."

Perbedaan dengan penelitian ini adalah terkait topik
permasalahan karena dalam skripsi ini terkait hukum dana
haji digunakan untuk pembangunan infrastruktur menurut
nahdatul ulama provinsi lampung sedangkan kajian
terdahulu terkait Optimalisasi pengelolaan keuangan dana
haji oleh BPKH yang bertujuan untuk kesejahteraan umat
sendiri.

2. Skripsi yang ditulis Olen Mohammad Yahdi dari
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada
tahun 2016 dalam penelitian yang berjudul “Tinjauan
Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana Biaya
Penyelenggaraan Ibadah haji”. Dalam penelitian tersebut
penulis memperoleh kesimpulan bahwa Dana BPIH dari
penerimaan dan hasil pengembangan di berbagai sektor
usaha digunakan untuk biaya operasional penyelenggaraan
ibadah haji. Dana tersebut, apabila dilihat dari sumber
pengembangan yang memasukan hasil transaksi SUN,

1 |swan Jen, "Optimalisasi Pengelolaan Dana Haji Untuk Kesejahteraan
Jamaah Haji Di Indonesia’” (Tesis, Ull Yogyakarta. 2021), 8.
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maka dipandang sebagai dana syubhat, karena bercampur
antara halal dengan haram akibat unsur ribawi hasil
pengembangan melalui SUN. Dana tersebut kemudian
digunakan untuk pelayanan dan fasilitas jamaah haji, baik
di Indonesia maupun di Arab Saudi.

Menerima pelayanan dan fasilitas dari dana yang
telah terkontamiasi tersebut merupakan keniscayaan yang
tidak dapat dihindari oleh jamaah haji. Mengenai
pengelolaan dana BPIH merupakan tanggung jawab
Kementerian Agama dan di luar tanggung jawab jamaah
haji. Selain untuk biaya operasional, pengeluaran BPIH di
antaranya juga digunakan untuk membayar jamaah yang
batal berangkat akibat sakit maupun meninggal. Mereka
hanya akan menerima sejumlah uang yang telah disetorkan
tanpa mendapatkan hasil optimalisasi BPIH. Ini dirasa
tidak adil karena seharusnya jamaah yang batal berangkat
mendapatkan hasil optimalisasi sebagaimana juga yang
jamaah yang berhasil berangkat.*

Perbedaan-dengan penelitian ini adalah terkait topik
permasalahan karena dalam skripsi ini terkait'hukum dana
haji_digunakan untuk pembangunan infrastruktur menurut
nahdatul _ulama provinsi lampung sedangkan kajian
terdahulu ini- membahas: pengelolaan dana haji untuk
oprasional, pelayanan, fasilitas jama’ah haji.

3. Skripsi yang ditulis Oleh Arie Hura dari Universitas Islam
Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2010 dalam
penelitian yang berjudul “Pengelolaan Dana Haji Pada
Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI)”. Dalam penelitian
tersebut penulis memperoleh kesimpulan bahwa Dalam
pengelolaan anggaran negara, sukuk merupakan salah satu
instrumen pembiayaan negara. Digunakan sebagai salah
satu sumber pembiayaan APBN. Dana yang berasal dari
sukuk digunakan untuk pengelolaan kas, pembiayaan
defisit dan pembiayaan kegiatan. Dana SDHI sendiri

2 Mohammad Yahdi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana
Biaya Penyelenggaraan Ibadah haji” (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2016), 9.
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digunakan untuk pembiayaan secara umum (general
financing), bukan untuk membiayai proyek (project
financing). Maka dari itu bisa disimpulkan bahwa
pengelolaan dana haji pada Sukuk Dana Haji Indonesia
adalah untuk pembiayaan defisit anggaran mengingat
penggunaannya adalah tergolong untuk pembiayaan secara
umum. Bukan untuk membiayai proyek tertentu. Dalam
Pengelolaan APBN, realisasi penerbitan Sukuk Dana Haji
Indonesia hingga tahun 2010 adalah sebesar 10,7 triliun.
Dan total seri Sukuk Dana Haji Indonesia yang sudah
diterbitkan ada tujuh, yaitu SDHI 2010 A, SDHI 2010 B,
SDHI 2010 C, SDHI 2013 A, SDHI 2014 A, SDHI
2014 B, SDHI 2014 C. Dari total tersebut, ada tiga yang
sudah jatuh tempo, yaitu SDHI 2010 A, SDHI 2010 B,
SDHI 2010 C."

Perbedaan dengan penelitian ini adalah terkait topik
permasalahan karena dalam skripsi ini terkait hukum dana
haji digunakan untuk pembangunan infrastruktur menurut
nahdatul ulama provinsi lampung sedangkan  kajian
terdahulu ini membahas pengalihan penyimpanan dana
tersebut dari bank Syariah pada kementrian agama.

. Jurnal yang ditulis oleh Abdul Rachman, dari Sekolah

Tinggi Ekonomi Syariah Islamic Village pada Tahun 2021
dalam penelitian berjudul “Peluang Investasi Dana Haji
Industri Halal Di Indonesia”. Dalam penelitian tersebut
penulis memperoleh kesimpulan bahwa Nilai keuangan
haji yang selalu meningkat jumlahnya membuat BPKH
selaku pengelola keuangan haji berusaha untuk
menginvestasikan dana haji agar mendapatkan nilai
manfaat sehingga dapat membantu kesejahteraan jemaah
haji baik di Indonesia maupun ketika berada di Arab Saudi.
Salah satu instrumen alternatif investasi selain Sukuk,
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Saham Syariah,
Reksadana, Deposito adalah instrumen non keuangan

1% Arie Hura, “Pengelolaan Dana Haji Pada Sukuk Dana Haji Indonesia

(SDHI).” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), 10.
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yaitu Industri Halal. Industri halal masih memiliki potensi
dan peluang besar karena didukung dengan jumlah
populasi penduduk muslim terbesar di dunia yaitu 1,84
miliar orang atau sekitar 24,4 persen dari populasi dunia.
Industri halal menjadi pilihan gaya hidup bagi muslim
maupun non muslim.

John Ireland Soha Abdollah Rajabzadeh dalam
penelitiannya yang berjudul UAE consumer concerns
about halal products menyatakan bahwa orang non muslim
Eropa mengkonsumsi produk halal karena menurut mereka
produk halal itu aman dan sehat. Industri halal merupakan
salah satu instrumen investasi alternatif terbaik karena
bersifat produktif dan berkelanjutan. Strategi investasi
pada industri halal dapat dilakukan dengan beberapa cara,
pertama adalah melakukan kolaborasi dengan pelaku
industri halal dunia, kedua adalah dengan mengambil peran
dalam sistem rantai suplai halal (halal supply chain system)
dan ketiga adalah berinvestasi pada subsektor digitalisasi
ekonomi syariah. Potensi tersebut mesti disambut dengan
bentuk investasi dana haji yang dilakukan oleh BPKH
dengan tetap memegang pada prinsip good corporate
governance, prinsip kehati-hatian, prinsip syariah dan nilai
manfaat. Investasi. keuangan haji pada sektor industri halal
dapat memberikan nilai manfaat yang lebih besar karena
industri halal terdiri dari beberapa sektor produktif dan
berkelanjutan.*

Mengingat potensi industri halal semakin berkembang
pesat dan berbeda dengan instrumen investasi lainnya
seperti sukuk, surat berharga syariah negara, deposito,
reksadana karena industri halal berkembang berdasarkan
permintaan kebutuhan yang meningkat baik dari konsumen
muslim maupun non muslim maka investasi di bidang

14 Rita Zaharah, Efa Rodiah Nur, dan Rudi Santoso, “Pengaruh Investasi
Terhadap Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi
Islam,” Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam Volume 14, Nomor 02 (July 2022),
67 https://doi.org/10.24042/asas.v14i02.15697.
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industri halal dapat direalisasikan dengan segera.

Perbedaan dengan penelitian ini adalah terkait
topik permasalahan karena dalam skripsi ini terkait
hukumnya dana haji digunakan untuk pembangunan
infrastruktur menurut Nahdatul Ulama provinsi Lampung
sedangkan kajian terdahulu ini membahas peluang
investasi dana haji pada industry halal di Indonesia agar
mendapatkan manfaat sehingga membantu kesejahteraan
jamaah haji baik di Indonensia maupun Ketika berada di
Arab Saudi

. Jurnal yang ditulis oleh Vidya Nurchaliza dalam website

Al- Awgah Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam yang berjudul
“ Pemanfaatan Endapan Dana Haji Dalam Menunjang
Pengembangan Daerah  Haji dalam  Menunjang
Pengembangan Daerah Wisata Ramah Muslim Di
Indonesia Melalui Wakaf Produktif “ Dalam penelitian
tersebut = penulis memperoleh  kesimpulan  bahwa
Pemanfaatan Dana Haji untuk pengembanganwakaf produktif
dalam pembiayaan pembangunan akomodasi wisata halal
diatas tanah wakaf -dapat dilakukan dan sejalan dengan
tujuan_pengelolaan dana haji yang diatur dalam Undang-
Undang Nomor 34 Tahun- 2014 tentang Pengelolaan
Keuangan Haji.

Optimalisasi dana haji pada sektor pariwisata melalui
wakaf produktif bisa menghasilkan manfaat yang dapat
dirasakan oleh umat Islam dan menunjang pengembangan
daerah wisata muslim (muslim tourism) di Indonesia.
Tujuan tersebut sejalan dengan undang-undang yang
menjadi landasan tulisan ini yakni Undang-Undang Nomor
34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji dan
Undang- undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
yang keduanya bertujuan untuk memberikan kemaslahatan
bagi umat Islam. Oleh sebab itu, Badan Pengelola
Keuangan Haji (BPKH) hendaknya melakukan kerjasama
dengan lembaga wakaf seperti Badan Wakaf Indonesia,
yang dapat berperan sebagai nazhir aset wakaf untuk
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mewujudkan pengembangan akomodasi halal terutama di
daerah-daerah wisata di Indonesia.”

Perbedaan dengan penelitian ini adalah terkait
topik permasalahan karena dalam skripsi ini terkait
bagaimana hukumnya dana haji digunakan untuk
pembangunan infrastruktur menurut Nahdatul Ulama
provinsi Lampung apakah diperbolehkan atau tidak agar
dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur terlebih
dahulu sedangkan kajian terdahulu ini membahas
Pemanfaatan Dana Haji untuk pengembanganwakaf produktif
dalam pembiayaan pembangunan akomodasi wisata halal
diatas tanah wakaf dapat dilakukan dan sejalan dengan
tujuan pengelolaan dana haji yang diatur dalam Undang-
Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Keuangan Haji. Optimalisasi dana haji pada sektor
pariwisata melalui wakaf produktif bisa menghasilkan
manfaat yang dapat dirasakan oleh umat Islam dan
menunjang pengembangan daerah wisata muslim (muslim
tourism) di Indonesia.

H. Metode Penelitian

Dalam  penelitian - sebuahkarya ilmiah sangat
dipengaruhi oleh ‘metode penelitian yang digunakan agar
dapat memperoleh data yang lengkap dan obyektif dan
penelitian yang akan diteliti.*® Metode penelitian mencakup
semua penelitian yang dilaksanakan secara terencana dan
sistematis. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan
dalam tulisan ini adalah metode kualitatif. Data yang akan

% vidya Nurchaliza, "Pemanfaatan Endapan Dana Haji Dalam Menunjang
Pengembangan Daerah Haji dalam Menunjang Pengembangan Daerah Wisata Ramah
Muslim Di Indonesia Melalui Wakaf Produktif," Al- Awgah Jurnal Wakaf dan
Ekonomi Islam, Volume 11, Nomor 1 (June 2018), 106, https://doi.org/10.47411/al-
awgaf.v11il1.31.

! Muhammad Teguh, Metodologi Penelitian Ekonomi. Teori dan Aplikasi
(Jakarta: Raja Grafindo, 2005), 18.
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dikumpulkan adalah berupa kata-kata, dan bukan angka-
angka.'’

Jadi penelitian harus mengetahui langkah-langkah berikut:
1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelelitian
ini adalah field research yang menggambarkan data dan
informasi dilapangan berdasarkan fakta yang diperoleh
secara mendalam. Penelitian yang bertujuan untuk
mengumpulkan data dengan cara observasi, wawancara
dan dokumetnasi. Karena objek penelitian ini adalah
pandangan tokoh Nahdatul Ulama terkait apabila dana haji
digunakan untuk pembangunan infrastruktur.

. Sifat Penelitian

Penelitian bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu
metode dalam meneliti suatu kelompok manusia, suatu
objek, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas
peristiva pada masa sekarang. '® Penelitian —bersifat
deskriptif  juga / meneliti * kehidupan sosial = yang
natural/alamiah, dalam penelitian ini informasi yang
diperoleh dapat berupa transkip hasil wawancara, catatan
lapangan, dokumen dan bahan-bahan yang bersifat virtual,
seperti foto, video, bahan dari internet dan dokumen-
dokumen lain tentang kehidupan manusia secara individual
atau kelompok.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari
narasumber pertama. *° baik dari individu atau

Y Lexy J. Moeloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, edisi revisi

(Bandung: PT. Reaja Rosdakarya, 2010), 11.

8 Kalean, Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat (Yogyakarta:

Paradigma, 2005), 27.

19 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum
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perseorangan seperti hasil dari wawancara terhadap
narasumber Nahdatul Ulama langsung tanpa prantara.

b. Data Sekunder

Dalam penelitian ini menggunakan data
sekunder yaitu data yang dikumpulkan oleh peneliti
dari berbagai sumber yang ada. Data sekunder dapat
diperoleh dari buku, laporan, jurnal dan lainnya.?’ Data
sekunder dalam penelitian ini, antara lain:

1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang
PengelolaanKeuangan Haji

2) Hukum Islam ( Teori Praktik Ihtikar dan Magasyid
Syariah)

4. Metode Pengumpulan Data
a. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah suatu proses tanya jawab
secara lisan dalam suatu penelitian antara dua orang
atau lebih /bertatap. muka mendengarkan secara
langsung - “informasi-informasi -~ atau < keterangan-
keterangan. ** Bertujuan guna mendapatkan informasi
atau keterangan data melalui-tanya jawab kepada pihak
Nahdatul Ulama mengenai permasalahan boleh tidak
dana haji digunakan untuk pembangunan infrastruktur.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai
hal-hal atau variabel berupa catatan, buku, surat kabar,
majalah dan sebagainya. Metode yang digunakan
bertujuan memperoleh data yang berkaitan dengan data
lapangan.

(Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), 17.

20 sahdu dan M.Ali Sodik lyoto, Dasar Metode Penelitian (Yogyakarta:
listerasi media publishing, 2015), 20.

21 Abu Ahmadi Cholid Narbuko, Metodologi Penelitian (Jakarta: PT. Bumi
Aksara, 2003), 19.



20

5. Populasi dan sampel
a. Populasi

Populasi menurut Subharsimi Arikunto adalah
keseluruhan objek penelitian. # Dalam penelitian ini
yang menjadi populasi adalah semua Ulama dari
kalangan NU Lampung (Ulama berhaluan NU yang
aktif dalam organisasi). Populasi dalam penelitian ini
ada sekitar 53 Ulama Nahdatul Ulama yang terdaftar
keanggotaannya.

. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi.?® Karena
jumlah populasi cukup banyak, maka penulis
menggunakan teknik purposive sampling, yaitu upaya
memilih informan yang dianggap mengetahui berbagai
informasi dan masalah secara mendalam dan dapat
dipercaya untuk dijadikan sumber data yang mantap.
Dengan demikian diusahakan sampel itu memiliki ciri-
ciri esensial dari populasi sehingga dapat dianggap
cukup representative:** Jadi, sampel dalam penelitian
ini yang diambil adalah 2 orang ulama Nahdatul Ulama
provinsi- Lampung yang sudah diamanatkan. Sampel
yang dilakukan dalam penelitian-hanya sedikit yang
diambil dikarenakan ~menentukan beberapa orang
sebagai sampel yang akan dijadikan obyek penelitian
yang diambil dari keterssediaan populasi yang mewakili
Ulama Nahdatul Ulama Lampung.

6. Metode Pengelolaan Data dan Analisis Data
a. Metode Pengelolaan Data

1) Editing, Merupakan tahapan memeriksa data yang
telah dikumpulkan baik berupa daftar pertanyaan.

22 syharsimi  Arikunto, Prosedur Penelitiann Suatu Pendekatan Praktek

(Jakarta: Bhineka Cipta, 1997), 23.

2 Tarjo, Metode Penelitian (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), 76.
2 Nasution, Metode Research (Penelitian llmiah) Cetakan 2 (Jakarta: Bumi

Aksara, 1996), 67.
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Melengkapi data yang kurang atau mengoreksi data
yang belum jelas terkait kesesuaian jawaban yang
relevan dengan pokok permasalahan.?

2) Organizing, adalah suatu proses sistematis dalam
pengumpulan, pencatatan, penyajian fakta untuk
tujuan penelitian. Agar lebih mudah dipahami
melalui  teknik penyusunan dan mulai dari
wawancara, dokumentasi, studi pustaka hingga
pengumpulan data di lapangan agar dapat
menggambarkan lebih jelas terkait masalah yang
diteliti.

b. Metode Analisi Data
Setelah data terhimpun, selanjutnya data dianalisa

secara kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang
menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tulisan
atau lisan dari orang-orang yang telah diinterview.
Setelah selesai analisis data maka hasilnya akan
disajikan secara deskriptif, yaitu suatu penjelasan
secara logis, ‘dan sistematis, maka dari hasil tersebut
dapat ditarik  suatu ' kesimpulan yang' merupakan
jawaban- dari permasalahan yang.~diangkat dalam
penelitian_dengan cara berfikir._induktif. Cara berfikir
induktif adalah metode analisa data dengan cara
bermula dari data yang bersifat khusus tersebut
kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada skripsi yang berjudul
Hukum  Penggunaan Dana Haji digunakan  untuk
Pembangunan Infrastruktur (Studi Pandangan Ulama
Nahdatul Ulama), yaitu:

Bab | merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar
belakang, fokus dan sub fokus, rumusan masalah, tujuan,

%5 Afriza Umami, Konsep Dasar Biostatistika (Kediri: CV.Pelita Medika,
2021), 76.
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manfaat, penelitian relevan, metode penelitian dan sistematika
pembahasan.

Bab Il landasan teori yang membahas mengenai haji,
dana haji, investasi, infrastruktur, indikator pembangunan,
pembangunan berkelanjutan, manfaat infrastruktur, dampak
ketidaktersediaan infrastruktur, dasar hukum infrastruktur,
akad wakalah, pengelolaan dana haji, dan konsep hukum
islam dalam investasi.

Bab 1ll hasil penelitian memaparkan hasil penelitian
yang ada di lapangan, seperti sejarah, visi misi.

Bab IV analisis data penelitian dan pembahasan,
memaparkan tentang penggunaan dana haji untuk investasi
infrastruktur menurut pandangan Nahdatul Ulama serta
hukum islamnya dan penggunaan dana haji untuk investasi
infrastruktur menurut Undang-undang No. 34 tahun 2014.

Bab V penutup yang berisi simpulan dan rekomendasi
dari penelitian yang telah dilakukan.



BAB II
LANDASAN TEORI

A. Dana Haji

Kata haji berasal dari bahasa arab yang berarti datang
atau berkunjung. Dalam Islam maknanya “melakukan ibadah
haji”, yaitu datang ke Baitullah dan melakukan ibadah-ibadah
tertentu di sana, dimulai dari berpakaian ihram, lalu berdiam
(wuquf) di Arafah, dilanjutkan dengan melontar jumrah di
Mina, rawaf , kemudian sa %, dan di akhiri dengan mencukur
rambut (tahallul). ® Selain ibadah haji, umat Islam juga
diwajibkan pula mengerjakan ibadah ‘umrah, yaitu
mengerjakan ibadah yang sebagaimana ibadah haji hanya
tanpa melakukan wuquf, melempar jumrah dan bermalam di
Mina, sehingga disebut juga haji kecil. Jadi ibadah haji dan
umrah merupakan sebuah rangkaian ibadah. Ibadah haji
memiliki beberapa keunikan. Pertama, ibadah ini hanya bisa
dilaksanakan di tempat dan pada masa yang telah ditentukan.

Kedua, jika' syahadat.merupakan ibadah lisan, puasa
merupakan ibadah fisik, zakat merupakan ibadah harta, dan
salat merupakan ibadah gerakan fisik dan lisan, tetapi ibadah
haji merupakan gabungan dari berbagai ibadah tersebut, yaitu
mencakup ibadah harta, gerakan fisik dan lisan. Ketiga,
ibadah haji banyak mengandung simbol-simbol yang setiap
jama‘ah haji sebaiknya mampu menangkap simbol-simbol
tersebut sehingga ia mampu menangkap esensi pelaksanaan
ibadah haji. Keempat, ibadah ini banyak mengandung unsur-
unsur pendidikan yang akan membawa seorang muslim ke
arah kesempurnaan iman dalam rangka pembentukan pribadi
muslim seutuhnya. Kelima, ibadah haji dapat menumbuhkan
rasa kecintaan kepada Rasulullah saw, dan para sahabat
beliau, karena tempat-tempat yang dikunjungi dalam

% Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya Jilid | Cetakan Ke-3
(Jakarta: PT. Karya Toha Putra, 2009), 293.
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pelaksanaan ibadah haji adalah tempat-tempat yang menjadi
awal pertumbuhan Islam.

1. Definisi dana Haji

Secara etimologi, Menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia, dana adalah uang yang disediakan untuk suatu
keperluan. Secara terminologi, dana adalah uang tunai
dan/atau aktiva lainnya yang segera dapat diuangkan dan
yang tersedia atau disisihkan untuk maksud tertentu. Haji
merupakan ibadah sosial dalam konteks kegiatan yang
menghadirkan jamaah dari bebagi negara di dunia. Mereka
bertemu di tanah suci melakukan serangkain kegiatan
ibadah dan perjalanan. Di sinilah banyak terjadi hubungan
langsung antar sesama manusia. Selain itu ibadah haji
memiliki dimensi vertical merupakan aktivitas seseorang
yang berhubungan langsung kepada Allah SWT.

Berdasarkan uraian di atas dana haji adalah dana
yang disiapkan untuk melaksanakan kegiatan ibadah haji.
Definisi lebih luas yang menjadi topik kajian penulis pada
skripsi ini ialah dana haji-yang terdapat pada pasal 2
Undang-Undang- #Nomor 34 tahun 2014 tentang
Pengelolaan Keuangan Haji, yang berbunyi:

Dana Haji adalah dana setoran biaya penyelenggaraan
ibadah haji, dana efisiensi penyelenggaraan haji, dana
abadi umat, serta nilai manfaat yang dikuasai oleh negara
dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji dan pelaksanaan
program kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam.” Pada
praktiknya calon Jemaah yang hendak berangkat haji
diharuskan membuka tabungan haji dan membayar sebesar
25 juta rupiah sebagai setoran awal Biaya Penyelenggaraan
Ibadah Haji (BPIH). Pasal 1 Undang-Undang Nomor 34
tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji
menyebutkan yang dimaksud dengan Biaya
Penyelenggaraan lIbadah Haji yang selanjutnya disingkat
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BPIH adalah sejumlah dana yang harus dibayar oleh warga
negara yang akan menunaikan ibadah haji.?’

Dana haji di Indonesia selama ini dikelola dengan cara
ditempatkan dalam sektor-sektor perbankan. Ada tiga
instrument utama penempatan setoran awal Biaya
Penyelenggaran Ibadah Haji (BPIH), yaitu, dalam bentuk
Surat Berharga Syariah Nasional (Sukuk/SBSN), Surat
Utang Negara (SUN), dan Deposito Berjangka Berbasis
Syariah. Hasil dari pengelolaan Biaya Penyelenggara
ibadah haji (BPIH) ini kemudian dimanfaatkan untuk
memangkas besaran beban biaya yang ditanggung oleh
setiap jamaah haji pada tahun berjalan.

Sekadar informasi, BPIH (Biaya Penyelenggaraan

Ibadah Haji) adalah dana titipan Jemaah haji untuk
melaksanakan sebuah ibada. Dan dana itu yang dipakai
pemerintah sebagai operasional jemaah ketika melakukan
ibadah haji.®® BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji)
terdiri atas BIPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) dana
efisiensi, Anggaran _Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN), nilai /manfaat, dan pendanaan lain. Sementara
Biaya Perjalanan Ibadah Haji adalah besaran dana yang
harus dibayar jemaah sebelum menunaikan ibadah haji.
dana haji juga mencakup-Dana Abadi Umat (DAU). Yang
dimaksud dengan Dana Abadi Umat (DAU) adalah
sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 ayat 17 Undang-
Undang Nomor 34 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji,
yang berbunyi:
“Dana Abadi Umat (DAU) adalah sejumlah dana yang
diperoleh dari hasil pengembangan Dana Abadi Umat
dan/atau sisa biaya operasional Penyelenggaraan Ibadah
Haji serta sumber lain yang halal dan tidak mengikat.”

%7 Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kamus Informasi
Haji dan Umrah (Jakarta: Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2017), 17.

%8 Undang-Undang nomor 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan
Haji (Indonesia).
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Biaya Penyelenggaran Ibadah Haji juga terdiri atas 2
komponen. Direct cost dan indirect cost. Direct cost adalah
komponen yang dibiayai oleh jemaah dan dapat berubah
tiap tahun sesuai dengan persetujuan DPR. Rata-rata BPIH
yang sudah disepakati untuk ibadah haji tahun 2023 atau
1444 Hijriah sebesar Rp 90.050.637,26. Sementara Biaya
Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang harus dibayarkan oleh
jemaah sebelum menunaikan ibadah haji sebesar Rp
49.812.700,26 atau 55,3 persen dari total BPIH. Kemudian,
nilai manfaat yang dibebankan kepada Badan Pengelola
Keuangan Haji (BPKH) sebesar Rp40.237.937 atau 44,7
persen dari BPIH.?

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menegaskan
dana kelolaan haji ditempatkan pada investasi infrastruktur
yang minim risiko. Karenanya, BPKH menyasar investasi
yang sudah pasti berjalan dan menghasilkan (brown field)
seperti jalan tol. Dari investasi brownfield itu imbal
hasilnya bisa mencapai 10 persen sampai 10,5 persen per
tahun. Dana haji untuk infrastruktur ini, yang- nantinya
memberikan timbal balik bagi. Jemaah haji. Misal biaya
riil .ibadah haji mencapai Rp70 juta. Namun, dengan
adanya pemanfaatan dana haji untuk infrastruktur ini
calon jamaah hanya menyetorkan sekitar Rp35 juta, dan
sisanya disubsidi oleh imbal hasil (return) atau nilai
manfaat penempatan dana haji tersebut. Adapun besaran
dana yang dipakai untuk investasi langsung sebesar 10%
dari total dana haji yang pada tahun 2019 diperkiran
mencapai Rp 121,1 triliun.*

% Badan Pengelola Keuangan Haji, “Faq Ibadah Haji 1444 H/ 2023 M,” 21

Januari 2023, https://bpkh.go.id/faq_cat/faq-ibadah-haji-1444-h-2023-m/.

Termasuk

% Kurnia Sari Aziza, “Dana Haji Akan Dipakai Investasi Langsung,

Infrastruktur,” 11 Oktober 2017,

https://ekonomi.kompas.com/read/2017/10/11/093000826/dana-haji-akan-dipakai-
investasi-langsung-termasuk-infrastruktur.
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2. Pengelolaan Dana Haji

UU No. 34 Tahun 2014 mengamanatkan pengelolaan
keuangan haji dilaksanakan oleh BPKH. Pasal 48 ayat (1)
mengatur bentuk kewenangan BPKH dalam menempatkan
dan menginvestasikan keuangan haji sebagai berikut:

a. Penempatan dan/atau investasi keuangan haji dapat
dilakukan dalam bentuk produk perbankan, surat
berharga, emas, investasi langsung dan investasi
lainnya;

b. Penempatan dan/atau investasi keuangan haji tersebut
dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dengan
mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian,
nilai manfaat, dan likuiditas;

c. Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan dan/atau
investasi keuangan haji diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) UU No. 34 Tahun
2014 yang menyebutkan bentuk investasi dana-haji dalam
bentuk produk perbankan, surat berharga, emas, investasi
langsung. dan investasi lainnya, maka dapat dimaknai
bahwa —pembentuk undang-undang™ memberi peluang
bentuk -investasi- langsung -dan investasi lainnya di luar
investasi produk perbankan, surat berharga, dan emas.
Dengan demikian investasi dana haji melalui sektor
infrastruktur juga dimungkinkan, sepanjang didasarkan
pada prinsip syariah dan memperhatikan aspek keamanan,
kehati-hatian, nilai manfaat serta likuiditas. Hal ini
mengingat dana haji adalah dana titipan masyarakat yang
akan melaksanakan ibadah haji. Oleh karena itu
pengelolaan dana haji harus betul-betul diperhatikan
dengan serius tanpa kelalaian dalam pengelolaannya.

Pengelolaan keuangan haji seharusnya bertujuan untuk
meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji,
rasionalitas dan efisiensi penggunaan BPIH, serta manfaat
bagi kemaslahatan umat Islam. Peningkatan nilai manfaat
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dana jamaah haji itu hanya bisa dicapai melalui
pengelolaan keuangan yang efektif, efesien, transparan,
dan akuntabel. Pengelolaan dana haji yang berpotensi
untuk dioptimalkan nilai manfaat dan keuntungannya.

. Status Kepemilikan Dana Haji

Menurut pandangan Fikih, dana haji terkait dengan
kepemilikan terbagi menjadi dua. Pertama, milik sah calon
jemaah haji, yaitu BPIH yang dibayarkan kepada BPKH
untuk memenuhi semua kebutuhan calon jemaah haji.
Dana tersebut tidak terlepas dari kepemilikan calon jemaah
haji karena belum ada faktor yang menyebabkan
perpindahan kepemilikan. Kedua, milik publik (malullah),
yaitu selain dana yang tersebut di atas, yang terdiri dari
dana efisiensi penyelenggaran haji, dana abadi umat, serta
nilai manfaat yang dikuasai oleh negara dalam rangka
penyelenggaraan ibadah haji dan pelaksanaan program
kegiatan untuk kemaslahatan umat. Sejak mendaftarkan
diri, calon jemaah  haji: telah memberi kuasa kepada
pemerintah (BPKH) untuk® bertransaksi dengan pihak
ketiga-menyangkut pengadaan sarana dan-prasarana yang
dibutuhkan dalam melaksanakanibadah haji. Ini berarti
telah terjadi akad wakalah antara calon jemaah haji dengan
pemerintah untuk menggunakan BPIH.

BPIH yang belum dibayarkan oleh pemerintah kepada
pihak ketiga bisa disebut sebagai dana titipan (wadr ‘ah) di
rekeningg BPKH. Akan tetapi apabila BPIH
dikelola/diinvestasikan oleh BPKH dengan persetujuan
calon jemaah dengan ketentuan bagi hasil, maka pada
hakikatnya akad itu bukan lagi akad wadi‘ah, melainkan
akad mudarabah (akad bagi hasil); calon jemaah haji
sebagai sahib al-mal (pemilik modal) dan BPKH sebagai
mudarib (pengelola).

Posisi BPKH terkait dengan pengelolaan dana haji
memiliki dua kemungkinan. Pertama, hanya sebagai
mediator antara calon jamaah haji dengan pihak lain.
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Dalam posisi seperti ini, BPKH tidak berhak mendapat
bagian keuntungan. Kedua selain sebagai mediator BPKH
berposisi sebagai mudarib awwal, sedangkan pihak ketiga
sabagai mudarib tsaniy. Masing-masing mendapat bagian
dari keuntungan berdasarkan kesepakatan. Jika transaksi
antara calon Jemaah haji dan BPKH menyangkut
pengelolaan BPIH dianggap akad wakalah, maka
keuntungan dari pengelolaan BPIH sepenuhnya menjadi
hak milik calon jamaah haji. Adapun dana yang telah
menjadi milik publik, pemerintah boleh mengelola dan
menginvestasikannya tanpa persetujuan jemaah haji dan
calon jemaah haji. Pengelolaan BPIH yang merupakan
milik calon jemaah haji harus memenuhi syarat-syarat
yang mengacu pada kemaslahatan mereka. Sedangkan
dana haji yang menjadi milik publik, pengelolaannya harus
memenuhi  syarat- syarat yang mengacu Kkepada
kemaslahan umat secara keseluruhan. Syarat itu antara lain
adalah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang
mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai
manfaat dan maslahatbagi umat, dan likuiditas.

B. Investasi

Investasi berasal dari’ bahasa Latin, yaitu investire
(memakai), sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan
Invesment. * Menurut kamus besar Bahasa Indonesia
investasi adalah penanaman uang atau modal dalam suatu
perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh
keuntungan. Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana
atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini,
dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dimasa
datang. Istilah investasi bisa berkaitan dengan berbagai
macam aktivitas.

%1 Abdul Manan, Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar
Modal Syariah Indonesia (Jakarta: Kencana, 2009), 47.
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Menurut Sukirno kegiatan investasi yang dilakukan
olen masyarakat secara terus menerus akan meningkatkan
kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan
pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran
masyarakat.

Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari
kegiatan investasi, yakni (1) investasi merupakan salah satu
komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan
investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan
nasional serta kesempatan kerja; (2) pertambahan barang
modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas
produksi; (3) investasi selalu diikuti oleh perkembangan
teknologi.*

1. Jenis-jenis Investasi

Pada dasarnya investasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu
investasi pada asset finansial dan investasi pada asset rill.
Investasi pada asset finansial dapat dibagi menjadi dua,
yaitu investasi langsung dan investasi tidak langsung.

a. Investasi langsung, | yaitu. dapat dilakukan dengan
membeli aktiva keuangan yang dapat diperjual belikan
di “pasar uang, pasar modal, atau-~pasar turunan.
Investasi-langsung juga dapat. dilakukak dengan
membeli aktiva yang tidak diperjual belikan, biasanya
diperoleh dari bank komersial. Aktiva ini dapat berupa
tabungan dan sertifikat deposito.

b. Investasi tidak langsung, yaitu dapat dilakukan dengan
membeli surat berharga dari perusahaan investasi,
seperti reksadana.

c. Investasi Syariah

Investasi syariah adalah sebuah investasi berbasis
syariah yang menggunakan instrumen Islam dalam

%2 sofyan Syahnur, Chairul Nizar dan Abubakar Hamzah, “Pengaruh
Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Hubungannya
Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia,” Jurnal limu Ekonomi VVolume 1, Nomor
2 (Mei 2013), 3, https://doi.org/10.55719/mv.v5i1.391.
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pelaksanaannya. Ada beberapa jenis investasi
berdasarkan jangka waktu, risiko dan prosesnya. Hal-
hal tersebut perlu di ketahui guna memastikan ketepatan
antara alasan dan cara melakukan investasi.*

1) Menurut jangka waktunya

a) Investasi jangka pendek, yaitu investasi yang
dilakukan tidak lebih dari 12bulan.

b) Investasi jangka menengah, vyaitu investasi
yang memiliki rentang waktu antara 1 hingga 5
tahun.

c) Investasi jangka panjang.
2) Menurut Risko

Setiap pilihan investasi akan berkaitan dengan
dua hal, risiko dan return. Keduanya merupakan
hubungan sebab dan akibat dan hubungan yang
saling kontradiktif. Dalam teori investasi di kenal
istilah “high risk high return, low risk low return”.

Dalam. bahasa- Arab, risiko dapat diartikan
sebagai’ gharar. Yang kadang juga merujuk pada
ketidakpastian (uncertainty). Kalau kemudian
risiko ini- secara sederhana disamakan dengan
ketidakpastian, dan ketidakpastian ini dianggap
gharar dan di larang, maka akan menjadi rumit.
Karenanya menjadi penting untuk melakukan
upaya pembelaan dan perjuangan pengertian
gharar atau risiko.*

3) Menurut prosesnya
a) Investasi langsung, yaitu investasi yang
dilakukan tanpa bantuan prantara. Dalam hal

ini investor langsung dapat membeli fortofolio
investasi tersebut.

% Ganjar Isnawan, Jurus Cerdas Investasi Syariah (Jakarta: Laskar Aksara,
2012), 35.

% 1ggi H. Achsien, Investasi Syariah di Pasar Modal (Jakarta: PT.Gramedia
Pustaka Utama), 40.



b) Investasi tidak langsung, yaitu investasi yangan
dilakukan dengan menggunakan prantara atau
investasi yang dilakukan melalui perusahaan
investasi.®

4) Prinsip — Prinsip Investasi Syariah
a) Prinsip Halal

Kata halal dalam Bahasa arab adalah tidak
terkait. Kamus istilah figh menjelaskan segala
sesuatu yang boleh dikerjakan dan dimakan
merupakan yang halal. Allah Swt dan Rasullah
Saw mempunyai hak prerogatif dalam
kehalalan suatu hal tertentu. Dengan demikian,
penetapan masalah halal dan haram sudah
seharus merujuk pada sumber—sumber

b) Prinsip Maslahah

Dalam bahsa arab maslahah secara etimologi
berarrti hal baik, sehingga dapat menimbulkkan
kegembiraan dan kepuasan = dalam diri
seseorang. » Dalam.  kajian ~ syariat, kata
maslahah yakni segala sesuatu yang terhindar
dari_hal yang buruk yang berdampak pada diri
pribadi, keluarga dan masyarakat. Maslahah
dalam kontek investasi yang dilakukan oleh
para investor yang hendaknya memberikan nilai
manfaat bagi dan diharapkan  dapat
memberikan  imbas yang positif  bagi
masyrakat umum.®

c) Prinsip Terhindar dari Investasi yang Terlarang
Investasi yang dilarang oleh syariat Islam dapat
dikelompokan kepada dua bagian, vaitu

investasi yang syubhat dan investasi yang
haram.

% |snawan, Jurus Cerdas Investasi Syariah, 38.
% Amir Syarifuddin, Usul Figih 2 (Jakarta: Kencana, 2014), 65.
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Investasi yang syubhat

Pengertian yang syubhat dalam
terminologi  syariat diartikan  sesuatu
perkara yang tercampur (antara halal dan
haram), akan tetapi tidak diketahui secara
pasti apakah ia sesuatu yang halal atau
haram. Investasi syubhat adalah perilaku
(jasa) atau barang (efek, uang, komoditas,
dan barang) yang masih diragukan
kehalalan atau keharamannya. Ketika
merasa ada keraguan dalam menghadapi
masalah, seorang Muslim dapat berpegang
kepada sesuatu hal yang menyebabkan
mudharat.

Investor Muslim diharamkan
menjauhkan diri dari investasi yang berbau
syubhat. Didalam kaidah figh apabila halal
bercampur dengan haram maka
dimenangkan yang haram.

Investasi yang Haram

Investasi yang—haram adalah segala
perilaku (jasa) ratau barang (efek,
komoditas,” dan barang) yang dilarang
dalam syariat Islam, jika dikerjakan
mendapat dosa dan jika ditinggalkan akan
mendapat pahala. Makna yang lain, haram
adalah larangan, batasan, mulia, dan
mengalami  perluasan makna sebagai
pemilikan atau tempat yang dimuliakan,
seperti wilayah sekitar Mekah, Madinah,
dan Yerusalem. Para pakar hukum Islam
membagi haram kepada dua golongan
yaitu: (1) Haram karena zatnya (li dzatihi);
dan (2) Haram karena bukan zatnya (li
ghairihi).
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2. Konsep Hukum Islam Dalam Investasi

Melihat adanya potensi peningkatan nilai manfaat yang
dimiliki dari investasi dana haji ini, Islam juga sangat
menganjurkan untuk melakukan investasi, tapi bukan
berarti investasi ini dapat dilakukan pada semua bidang
usaha, tetap ada aturan-aturan yang menetapkan batasan
agar Badan Pengelola Keuangan Haji terhindar dari
kegiatan yang bersifat haram dan menimbulkan
kemudharatan untuk para calon jemaah. Maka dari itu
hukum islam berperan dalam mengawasi kegiatan investasi
yang dilakukan oleh BPKH agar tetap berjalan dengan
lancar sesuai dengan hukum islam yang telah berlaku dan
tetap menjaga kesyariahannya. Pada umumnya investasi
terbagi menjadi dua, yaitu financial asset dan investasi
pada real asset. Investasi pada financial asset biasa
dilakukan dalam pasar uang yang berupa sertifikat
deposito, Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), ommercial
paper, dan sebagainya. Selain -itu juga dapat dilakukan
pada pasar modal berupa saham, obligasi, warant;-0psi, dan
sebagainya.*” Dasar dari aktifitas ekonomi yang termasuk
investasi terdapat pada Al-Quran dan Hadis Rasulullah
SAW vyang diantaranya “pada dasarnya semua bentuk
muamalah-termasuk- didalamnya aktvitas ekonomi adalah
boleh dilakukan kecuali ada dalil yang
mengharamkannya.” (Fatwa DSN MUI  No.
07/DSNMUI/IV/2000).

Dengan besarnya potensi yang dimiliki oleh kegiatan
investasi maka diperlukan akad sebagai alat pengikat
perjanjian agar menghindari resiko ketidakjelasan dan
unsur-unsur yang dilarang. Terdapat banyak pilihan akad
yang dapat menunjang kegiatan ekonomi, bisnis, dan
investasi baik pada sektor riil dan non-riil, perusahaan
privat maupun publik, dan perusahaan swasta, perusahaan

$"Nurul Huda dan Mustafa Edwin, Investasi Pada Pasar Modal Syariah

(Jakarta: Kencana, 2014), 44.
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pemerintah® , diantaranya sebagai berikut:

a.

Musyarakah atau syirkah, yaitu perjanjian (akad)
antara dua pihak atau lebih dengan cara menyertakan
modal baik dalam bentuk uang maupun aset untuk
melakukan suatu usaha,

Mudharabah/qgirad, yaitu perjanjian kerjasama antara
pihak pemilik modal dan pihak pengelola usaha
dengan cara pemilik modal memberikan modal dan
pengelola usaha yang mengelola modal tersebut dalam
sebuah usaha,

ljarah (sewaljasa), yaitu perjanjian antara pihak
pemberi sewa atau pemberi jasa (mufir) dan pihak
penyewa atau pengguna jasa (musta‘jir) untuk
memindahkan hak guna atas suatu objek ijarah, yang
dapat berupa manfaat barang dan jasa dalam waktu
tertentu, dengan pembayaran sewa atau upah (ujrah)
tanpa diikuti dengan pemindahan kepemiliki objek
ijarah itu sendiri,

Kafalah, yaitu perjanjian antara pihak penjamin (kafil)
dan pihak yang " dijamin (makful -anhu) untuk
menjamin kewajiban pihak yang-dijamin kepada pihak
lain(makful lahu),

Wakalah, yaitu perjanjian antara pihak pemberi kuasa
(muwakkil) dan pihak penerima kuasa (wakil) dengan
cara pihak pemberi kuasa memberikan kuasanya
kepada pihak penerima kuasa untuk melakukan
tindakan atau perbuatan tertentu. Adapun beberapa
proses dalam kegiatan investasi syariah, untuk
mencapai investasi dibutuhkan suatu proses dalam
pengambilan keputusan sehingga keputusan tersebut
dapat mempertimbangkan ekspetasi return yang
didapat dan juga resiko yang akan dihadapi.

8Inti Ulfi Sholichah, “ Hukum Investasi Produktif Pengelolaan Dana Haji
Dalam Perspektif Ekonomi Syariah,” Syar'ie : Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam

Volume 3,

Nomor 3 (February 2020), 25, https://stai-binamadani.e-

journal.id/Syarie/article/view/161.
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Infrastruktur

Secara etimologi, menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia, infrastruktur berarti prasarana. Dalam bahasa
inggris, infrastruktur disebut dengan infrastructure. Menurut
kamus Longman Dictionary of Contemporary English, kata
infrastructure dapat didefinisikan sebagai “the system which

supports the operation of an organization”.*

Secara terminologi, Infrastruktur merujuk pada sistem
fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase,
bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain
yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar
manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi. Sistem
infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi
sistem sosial dan sistem ekonomi dalam kehidupan sehari-hari
masyarakat. Sistem infrastruktur dapat didefinisikan sebagai
fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur  dasar, peralatan-
peralatan, instalasi-instalasi, yang dibangun. dan yang
dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem
ekonomi masyarakat.*

Di Indoensia, berdasarkan Peraturan Presiden Peraturan
Presiden-Republik Indonesia Nomor 122 Tahun2016 tentang
Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas, ada tiga belas
jenis infrastruktur yang diutamakan pembangunannya antara
lain.*

1. Infrastruktur transportasi. Meliputi sarana dan prasarana
perkeretaapian, pelabuhan, pelabuhan penyeberangan,
kebandarudaraan, dan perhubungan darat.

2. Infrastruktur jalan. Meliputi jalan umum, jalan tol,
jembatan, dan jembatan tol

% paul Procter, Longman Dictionary of Contemporary English (Great

Britain: Pitman Press, 1982), 32.

“0 Robert J.Kodoa, Pengantar Manajemen Infrastruktur (Yogyakarta:

Pustaka Pelajar, 2005), 37.

* peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2016, Tentang

Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Percepatan
Penyediaan Infrastruktur Prioritas.



1.

37

Infrastruktur pengairan. Meliputi waduk, bendung, saluran
pembawa airbaku, dan bangunan pengairan lainnya.

Infrastruktur air minum. Meliputi bangunan pengambilan
air baku, jaringan transmisi, jaringan distribusi, dan
instalasi pengolahan air minum.

Infrastruktur air limbah. Meliputi instalasi pengolahan air
limbah,jaringan pengumpul, dan jaringan utama.

. Sarana persampahan. Meliputi pengangkutan, tempat

pembuangan, danpengolahan sampah.

7. Infrastruktur telekomunikasi dan informatika.

8. Infrastruktur ketenagalistrikan. Meliputi pembangkit,

10.

11.

12.
13.

transmisi, gardu, jaringan atau distribusi tenaga listrik,
dan sumur eksplorasi dan eksploitasi tenaga panas bumi

Infrastruktur minyak dan gas bumi. Meliputi kilang, depo,
transmisi, dandistribusi minyak dan gas bumi.

Infrastruktur  fasilitas pendidikan.  Meliputi sarana
pembelajaran; laboratorium, pusat pelatihan, pusat
penelitian/pusat kajian, sarana dan prasarana penelitian dan
pengembangan, ruang praktik siswa, perpustakaan, dan
fasilitas-pendukung pembelajaran dan-pelatihan.

Infrastruktur kawasan. Meliputi kawasan ekonomi khusus
dan kawasan industri.

Infrastruktur pariwisata.

Infrastruktur kesehatan. Meliputi sarana dan prasarana
rumah sakit, sarana dan prasarana fasilitas pelayanan
kesehatan dasar, dan sarana dan prasarana laboratorium
kesehatan.

Indikator Pembangunan

Indikator Pembangunan merupakan tolak ukur yang

digunakan dalam mengukur performa suatu negara dalam
pencapaian pembangunannya, serta perbandingan terhadap
negara-negara lain.Adapun indikator keberhasilan sebagai
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berikut;*?

a. Kebijakan ekonomi yang dirumuskan secara konsepsional
dengan pertumbuhan dari aspek sosial lingkungan yang
berbasis politik yang bertanggung jawab.

b. Transparansi sosial (pemerataan memperoleh akses
terhadap sumber daya sosial) seperti permudahan
kesehatan.

C. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, pada setiap
pembangunan yang terjadi dalam suatu wilayah baik
negara, provinsi, kota atau desa/kelurahan tentu
mempunyai indikator dalam pencapaian keberhasilan.
Dimana indikator pembangunan yang dimaksud dalam hal
kebijakan ekonomi, transparansi sosial, dan peningkatan
kualitas SDM (sumber daya manusia).

2. Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan adalah ' pertama sebuah
kapasitas dalam memelihara stabilitas ekologi 'sosial dan
ekonomi dalam transformasi jasa biosfir kepadamanusia,
kedua memenuhi.dan optimasi kebutuhan pada saat ini dan
generasi mendatang, ketiga kegigihan atas sistem yang
diperlukan dan dikehendaki (sosio- politik atau alam) dalam
waktu tak terbatas, keempat integrasi dari aspek etika,
ekonomi, sosial dan lingkungan secara koheren sehingga
generasi manusia dan makkhluk hidup lain dapat hidup pada
saat ini maupun pada masa mendatang tanpa batas, kelima
memenuhi kebutuhan dan aspirasi dibawah faktor pembatas
lingkungan, sosial dan teknologi, keenam hidup secara
harmoni dengan alam dan yang lainnya dan ketujuh menjaga
kualitas hubungan antara manusia dan alam.*

%2 ) Kodoa, Pengantar Manajemen Infrastruktur, 39.

* Camilo Ordéfiez and Peter N. Duinker, “Interpreting Sustainability for
Urban Forests,” Sustainability Volume 2, Nomor 6 (June 2010), 127,
https://doi.org/10.3390/su2061510..
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3. Manfaat Infrastruktur

Besarnya aspek infrastruktur memberikan banyak
manfaatnya, terutama dalam menopang pembangunan
ekonomi dan sosial suatu negara yaitu : *

a. Meningkatkan konektivitas antar wilayah atau antar
negara

b. Meningkatkan produktivitas suatu wilayah atau negara
Meningkatkan efisiensi dalam alokasi sumber daya

Mempercepat pemerataan pembangunan suatu wilayah
atau negara

e. Mendorong investasi baru yang masuk ke wilayah atau
negara tersebut.

4. Dampak Ketidaktersediaan Infrastruktur

Tujuan keadilan sosial ekonomi dan pemerataan
pendapatan atau kesejahteraan, dianggap sebagai bagian tak
terpisankan dari filsafat moral Islam. Demikian: kuatnya
penekanan Islam/ pada penegakan keadilan" sosiologi dan
ekonomi, sehingga suatu yang keliru klaim kapitalis maupun
sosialis-yang menyatakan bahwa -hanya mereka yang
menjunjung tinggi nilai-nilai-keadilan. Ketidaktersediaan
infrastruktur yang memadai akan berdampak buruk bagi
suatu wilayah atau negara seperti rendahnya kualitas hidup,
kesulitan  dalam  pemberantasan  kemiskinan, serta
menurunkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing, oleh
karena itu setiap negara berupaya untuk terus menambah
ketersediaan infrastruktur dalam rangka memprcepat
pembangunan, baik pembangunan ekonomi maupun sosial,
guna meningkatkan taraf hidup masyarakatnya lebih
sejahtera.®

“ Ibid.

* Fauzan, “Mewujudkan Ekonomi Islam Dengan Ruh Al-‘Adl (Studi Pada
Yapeim Malaysi),” An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah Volume 2, Nomor 1
(October 2010), 419, https://doi.org/10.21274/an.2015.2.1.405-424.
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5. Dasar Hukum Infrastruktur

Paradigma pembangunan ekonomi  konvensional
memiliki pengukuran yang sudah biasa dilakukan, seperti
growth bagaimana Islam memandang hal tersebut dan
bagaimana solusi yang tepat dalam mengatasinya, serta
kebijakan apa yang perlu dilakukan oleh negara disaat
pertumbuhan semakin tinggi namun kesenjangan juga tinggi.
Konsep Islam tentang pembangunan ekonomi lebih luas dari
konsep pembangunan ekonomi konvensional walaupun
dasar pembangunan ekonomi Islam adalah
multidimensional.*®

Pembangunan  ekonomi  Islam  bukan  hanya
pembangunan materiel, tetapi segi spiritual dan moral sangat
berperan, pembangunan moral dan spiritual harus terintegrasi
dengan pembangunan ekonomi, inilah yang kemudian
didalam Al-Quran dinamakan tazkiyah an-nafs sebagaimana
firman Allah dalam Qs. AsySyams ayat 7-10 :

o 187 °= ¥ Vel 12 _esd |- -1 ¥ Y. \-s %
LS5 e A0 35 A Lo B3 Gl v B g L

£
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“Demi jiwa serta penyempurnaan (ciptaannya). Maka

Dia mengilhamkan kepadanya (jalan) kejahatan dan

ketakwaannya. Sungguh beruntung orang yang menyucikan

jiwa itu. Dan sungguh rugi orang yang mengotorinya”. (QS.
AsySyams ayat 7-10).

D. Akad Wakalah

1. Pengertian Wakalah

Pemberian kuasa atau wakalah ini bermakna At-
Tafwidh yaitu penyerahan, pendelegasian, pemberian
mandat.”” Wakalah merupakan pelimpahan kekuasaan oleh
satu pihak (muwakkil) kepada pihak lain (wakil) dalam hal-

46 H
Ibid.
#7 Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam

Islam,Cetakan Ke-3 (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004), 14.
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hal yang boleh diwakilkan.*® Secara umum permberian
kuasa ini adalah suatu perjanjian dimana seseorang
mendelegasikan atau menyerahkan sesuatu wewenang
(kekuasaan) kepada orang lain untuk menyelenggarakan
sesuatu urusan dan orang lain tersebut menerimanya dan
melaksanakannya untuk dan atas nama pemberi kuasa.*’

Wakalah merupakan akad pelengkap yaitu suatu
akad yang mendukung dari keberadaan dari akad
penghimpunan dana dan akad penyaluran dana. Wakalah
adalah pemberian kuasa atau pengganti kuasa. Islam
mensyariatkan wakalah karena manusia membutuhkannya.
Tidak semua manusia berkemampuan untuk menekuni
segala urusannya secara pribadi. la membutuhkan kepada
pendelegasian mandat orang lain untuk melakukannya
sebagai wakil darinya.”® Berdasarkan definisi yang tertera
diatas dapat dipahami bahwasannya wakalah merupakan
suatu pemberian kuasa kepada seseorang atau dapat juga
disebut dengan pengganti kuasa untuk orang yang tidak
bisa melakukan sesuatu hal dengan sendiri, sehingga pihak
satu memberikan wakalah untuk pihak yang lain untuk
mewakilkan pihak satu yang tidak dapat melakukan suatu
hal dengan sendiri.

2. Dasar Hukum Wakalah

Islam mensyariatkan al-wakalah karena manusia
membutuhkannya. Tidak setiap orang mempunyai
kemampuan atau kesempatan untuk menyelesaikan segala
urusannya sendiri. Pada suatu kesempatan, seseorang perlu
mendelegasikan suatu pekerjaan kepada orang lain untuk

8 Sumar’in, Konsep Kelembagaan Bank Syariah (Yogyakarta: Graha limu,
2012), 35.

“ Suhrawadi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam, 36.

% Muhamad Zundi Pratama, Heni Noviarita Noviarita, dan Frenky Sanjaya
Sanjaya, “Optimization Of Bil Wakalah Murabahah Contracts Towards The
Responsibility Of Sharia Banking Kur Finance,” ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi
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mewakili.** Adapun dasar hukum mengenai kebolehan
pemberian kuasa (Al-Wakalah) yaitu: Al-Quran Salah satu
dasar diperbolehkannya al-wakalah adalah firman Allah
SWT berkenaan dengan kisah Ash-Habul Kahfi yaitu:

5%:’ ?*’ F‘” < %V“ 5) 5 5 oA 3 g
& sl Sw HEAR S ,m fu..,&f Ll

,c«"’

“Dan demikianlah kami bangkitkan mereka agar saling
bertanya diantara mereka sendiri. Berkata salah seorang
di antara mereka, ‘Sudah berapa lamakah kamu berada
disini?’ mereka menjawab, ‘kita sudahberada (disini)satu
atau setengah hari.’ Berkata (yang lain lagi), ‘Tuhankamu
lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (disini).
Maka, suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke
kota dengan membawa uang. perakmu ini dan-hendaklah
ia lihat manakah makanan yang lebih baik dan hendaklah
ia membawa_makanan itu untukmu, dan_hendaklah ia
berlaku lemah lembut. Dan - janganlah sekali-kali
menmceritakan halmu kepada seorang pun.” (Q.S. Al-
Kahfi :19).

. Rukun dan Syarat Wakalah

Menurut kalangan Hanafiyah, rukun wakalah adalah
ijab dan kabul. ljab berarti ucapan atau tindakan dari orang
yang akan mewakilkan, seperti ucapan “Aku wakilkan
kepadamu untuk melakukan hal ini”. Sementara kabul
berarti ucapan dari orang yang menerima atau wakil,
seperti ucapan “Aku terima”. Ijab ini adakalanya bersyarat
atau bergantung pada sesuatu dan adakalanya berlaku
mutlak. Apabila berlaku mutlak, maka wakil bertanggung

5! Sumar’in, Konsep Kelembagaan Bank Syariah, 56.
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jawab dan berwenang untuk melakukan sesuatu terkait
dengan hal yang diwakilkan.** Adapun Syaratnya yaitu

Syarat Sighah yaitu: Pertama, wakalah harus dengan
ucapan, tulisan atau perbuatan yang menunjukkan adanya
kerelaan untuk mewakilkan, baik secara eksplisit
maupun imlpisit. Kedua, Sighah tidak terikat dan terbatas
oleh syarat. Persyaratan kedua ini adalah persyaratan yang
dikemukakan kalangan Syafi’iyyah. Persyaratan yang
terkait dengan orang yang mewakilkan adalah ia harus
cakap hukum. Muwakkil harus berakal, baligh. Tidak sah
hukumnya akad wakalah dari orang gila atau anak kecil
yang belum mumayyiz. Anak kecil boleh mewakilkan bila
seizin walinya. Selain itu, muwakkil harus pihak yang
berwenang untuk melakukan sesuatu yang akan
diwakilkan.>

Misalkan dalam penerimaan pembayaran utang, ia
memang pihak yang berwenang untuk menerima
pembayaran utang tersebut. Hanya saja menurut Al-Zaila i,
muwakKil tidak disyaratkan harus pihak yang mempunyai
wewenang terhadap suatu yang akan diwakilkan, syarat
yang terkait dengan orang yang menerima pewakilan atau
wakil adalah pewakil harus berakal dan baligh. Meskipun
ada persyaratan baligh, dalam wakalah sah apabila wakil
adalah anak kecil yang berakal dan sudah mumayyiz.
Selain itu, wakil harus mengetahui tentang wewenangan
yang diwakilkan kepadanya.

Menurut lbnu Rusyd, disyaratkan bagi orang yang
menerima pewakilan atau wakil bukanlah orang yang
terhalang kewenangannya untuk menjalankan kewenangan
yang diwakilkan tersebut. menurut al-Musili pihak yang
mewailkan (muwakkil) dan pihak yang mewakili (wakil)
harus cakap hukum (berakal, baligh dan tidak terpaksa).
Wakil tidak boleh bertindak kecuali atas izin orang yang

2 |mam Mustofa, Figih Mu'amalah Kontemporer (Jakarta: PT Raja
Grafindo, 2010), 210.
* Ibid, 211.



mewakilkan. Namun apabila sigat bersifat umum atau
mutlak, maka bagi wakil boleh bertindak sebagaimana
mestinya. Sementara sSyarat terkait dengan kewenangan
yang diwakilkan, kewenangan ini berupa kewajiban atau
hak. Kewenangan juga tidak boleh berkaitan dengan hak
seseorang hamba, mislanya wakalah untuk menjalani
hukuman gisas.*

Menurut kalangan Malikiyah, objek perwakilan atau
kewenangan bukanlah ibadah badaniyah. Kewenangan
tersebut bukanlah kewajiban individu yang terkait dengan
ibadah mahdah, seperti shalat, puasa. Oleh karena itu,
tidak sah dan tidak boleh perwakilan untuk menjalankan
kewajiban semacam ini. Menurut kalangan Syafi’iyah
syarat yang terkait dengan objek wakalah adalah objek
memang merupakan kewenangan orang yang mewakilkan
(muwakkil), objek wakalah memang dapat diwakilkan,
objek harus jelas yang tidak menimbulkan kebingungan
bagi penerima wakalah atau wakil.

Berkaitan dengan syarat. ini, pada dasarnya'tidak boleh
mewakilkan  kewajiban = ibadah, hanya saja ada
pengecualian- dalam ibadah haji, zakat;” membayar
kifarat, sedekah, qurban dan tawaf. Wakalah yang
memenuhi rukun-dan- berbagai syarat dan ketentuan diatas
dinyatakan sah dan mengikat.>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami
bahwasannya rukun wakalah yaitu orang yang mewakilkan
(muwakkil), orang yang menerima pewakilan (wakil),
objek yang diwakilkan (muwakkil bih), ijab dan gabul.
Sedangkan pada syarat wakalah yaitu sighah yakni
wakalah harus dengan ucapan tulisan dan perbuatan, orang
yang mewakilkan dan yang diberi wakil harus cakap
hukum, berakal serta baligh . Objek wakalah dalam akad
wakalah adalah tugas atau pekerjaan yang diberikan oleh
pemberi kuasa kepada wakil untuk dilakukan sesuai

% Ibid., 212.
%5 1bid, 213.
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dengan keinginan dan persetujuan kedua belah pihak.
Objek wakalah harus jelas, spesifik, dan dapat diukur
sehingga wakil dapat menjalankan tugasnya dengan baik
dan sesuai dengan keinginan pemberi kuasa. Objek
wakalah dapat berupa berbagai jenis pekerjaan, seperti jual
beli, investasi, pengelolaan harta, dan sebagainya. Namun,
objek wakalah harus sah dan tidak bertentangan dengan
hukum dan syariah Islam. Selain itu, objek wakalah juga
harus dapat dilakukan oleh manusia dan tidak melanggar
prinsip-prinsip syariah Islam.

4. Akhir Wakalah

Akad wakalah akan berakhir bila ada hal-hal sebagai
berikut yaitu:

a. Matinya salah seorang dari yang berakad karena salah
satu syarat sah akad adalah orang yang berakad masih
hidup.

b. Bila salah seorang yang berakad gila, karena syarat
sah akad/ salah ~satunya orang ‘yang berakad
mempunyai akal. Dihentikannya pekerjaan yang
dimaksud, karena jika telah berhenti, dalam keadaan
seperti ini-al-wakalah tidak berfungsi lagi. Pemutusan
oleh orang yang mewakilkan terhadap wakil meskipun
wakil belum mengetahui (pendapat Syafi’i dan
Hambali). Menurut Mazhab Hanafi wakil wajib
mengetahui putusan yang mewakilkan. Sebelum ia
mengetahui hal itu, tindakannya itu tak ubah seperti
sebelum diputuskan, untuk segala hukumnya.

¢. Wakil memutuskan sendiri, menurut Mazhab Hanafi
tidak perlu orang yang mewakilkan mengetahui
pemutusan dirinya atau tidak perlu kehadirannya, agar
tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

d. Keluarnya orang yang mewakilkan dari status
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kepemilikan.*®

% bid.
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